BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
terhadap aspek perpajakan PT BW untuk tahun pajak 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT BW dalam
menjalankan usahanya adalah kewajiban perpajakan berupa PPh dan PPN.
Kewajiban PPh meliputi kewajiban atas PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Tahunan. Selain itu, PT BW juga memiliki
kewajiban perpajakan secara umum yaitu memiliki NPWP, pengukuhan
sebagai PKP, dan kewajiban pembukuan atau pencatatan.

2. Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPh oleh PT BW adalah PT BW
telah melaksanakan seluruh kewajiban PPh yang berkaitan dengan usaha yang
dijalankan yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25,
dan PPh Tahunan. Tetapi, dalam melaksanakan kewajiban tersebut PT BW
masih melakukan beberapa kesalahan baik secara materiil maupun formal.
Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPh yaitu sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebagai
pihak pemotong, PT BW telah menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus
dipotong, dibayar, dan dilaporkan dengan tepat. Sedangkan untuk
kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam melakukan
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa
Maret dan November tetapi terlambat untuk pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan masa pajak Juli. Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat
2, PT BW telah melaporkan PPh Final yang dipotong pada SPT Tahunan
dengan tepat.

b. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sebagai
pemotong, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21
atas gaji dan upah karyawan yang dipotong, dibayar, dan dilaporkan pada
masa Januari sampai November, tetapi kekurangan pemotongan tersebut

sudah dipotong, dibayar, dan dilaporkan dengan jumlah yang benar pada
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masa Desember. Untuk kewajiban formal pemotongan PPh Pasal 21 atas
gaji dan upah karyawan, PT BW telah tepat waktu dalam melaksanakan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa, kecuali di masa
Desember terdapat keterlambatan pelaporan. Selain itu, PT BW tidak
melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas komisi yang
diberikan kepada pihak ketiga (bukan pegawai PT BW).

c. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sebagai pihak
pemotong, PT BW melakukan kesalahan dalam menghitung PPh yang
dipotong, dibayar, dan dilaporkan pada masa Januari dan masa April-
November. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW tidak tepat waktu
dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk masa
April, Juni, Agustus, dan Oktober. Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal
23, PT BW telah melaporkan seluruh bukti potong pada SPT Tahunan
dengan tepat, tetapi masih terdapat beberapa transaksi penjualan yang
belum dipotong PPh Pasal 23.

d. Dalam melaksanakan kewajiban mengangsur PPh Pasal 25, PT BW
melakukan kesalahan dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25. Hal ini
menyebabkan pembayaran angsuran masa Januari sampai April terlalu
besar dan pembayaran angsuran Mei sampai Desember terlalu kecil.
Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam
melakukan penyetoran dan pelaporan angsuran PPh untuk setiap masa
untuk angsuran tahun pajak 2018.

e. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Tahunan, PT BW melakukan
kesalahan dalam menghitung PPh terutang dan juga PPh yang kurang
dibayar (KB) yang disebabkan karena kesalahan dalam menyusun
rekonsiliasi fiskal, sehingga menyebabkan PPh terutang dan kurang bayar
yang dihitung PT BW lebih kecil daripada yang seharusnya. Sedangkan
untuk kewajiban formal, PT BW telah tepat waktu dalam melakukan
penyetoran dan pelaporan secara tahunan.

3. Hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban PPN oleh PT BW adalah PT BW
telah menghitung Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan PPN yang kurang
dibayar (KB) dengan tepat. Sedangkan untuk kewajiban formal, PT BW telah
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tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa

pada tahun pajak 2018.

. Berdasarkan hasil dari penelaahan pajak yang telah dilakukan, maka upaya

perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BW untuk meminimalkan

beban pajak adalah sebagai berikut:

a. Meminimalkan sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan dengan
menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak yang
memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh, PT BW sebaiknya
meminimalkan sanksi yang berpotensi dikenakan atas kekurangan
pemotongan pajak, keterlambatan penyetoran pajak yang telah dipotong,
dan keterlambatan pelaporan dengan cara melakukan penghitungan yang
tepat, menyetorkan dan melaporkan PPh yang telah dipotong sebelum
tanggal jatuh tempo untuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, pemotongan
PPh Pasal 21, dan pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, PT BW juga
sebaiknya menghitung PPh badan terutang untuk satu tahun pajak dengan
benar, agar tidak dikenakan sanksi atas kekurangan pembayaran pajak.

b. Sebagai pihak yang dipotong PPh, PT BW sebaiknya memaksimalkan
kredit pajak yang dapat diperolen dari pihak ketiga dengan cara
berkomunikasi dengan pihak ketiga yang memiliki kewajiban memotong
PPh Pasal 23 sehingga pada saat menyusun SPT Tahunan PPh, PT BW
dapat mengkreditkan PPh yang telah dipotong agar PPh kurang bayar pada
tahun berjalan menjadi lebih kecil.

c. Membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan jumlah yang tepat dan tidak
melebihi jumlah yang seharusnya, yaitu dengan cara menghitung angsuran
dengan tepat sehingga sumber daya yang digunakan untuk membayar
angsuran yang seharusnya belum harus dibayar dapat digunakan untuk
kegiatan lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

d. Mengoptimalkan deductible expense untuk biaya entertainment agar PPh
terutang untuk tahun berjalan menjadi lebih kecil dengan cara membuat
daftar nominatif dan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk biaya

komisi yang diberikan kepada pihak customer.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa penelaahan pajak atas PPh dan PPN sebagai dasar

untuk melaksanakan perencanaan pajak pada PT BW, peneliti memberikan saran bagi
PT BW yaitu sebagai berikut:

1.

Sebaiknya PT BW memahami dengan baik seluruh kewajiban perpajakannya
terkait PPh dan PPN yaitu mengenai kewajiban pemotongan, pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan, dan juga sanksi-sanksi perpajakan yang berpotensi
dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan sanksi, maka
akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran PT BW untuk melaksanakan
seluruh kewajibannya dengan tepat.

Untuk kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dengan benar, sebaiknya
PT BW memenuhi kewajiban tersebut dengan memanfaatkan fasilitas
pembetulan SPT sehingga sanksi yang dikenakan akan lebih rendah
dibandingkan dengan sanksi yang akan dikenakan jika kesalahan ditemukan
dalam pemeriksaan.

PT BW sebaiknya menyimpan dengan baik dokumen-dokumen dan bukti yang
berkaitan dengan perpajakan dan juga transaksi perusahaan, sehingga jika
dilakukan pemeriksaan terhadap PT BW maka seluruh transaksi yang
dilaporkan dalam SPT dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, dan juga
dapat mendukung proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar.

Sebaiknya PT BW membuat catatan khusus untuk kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan perpajakan, khususnya atas kewajiban pemotongan PPh, agar
seluruh kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak
terlambat.

Untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung, PT BW dapat
melakukan perencanaan pajak yang telah disusun oleh peneliti.
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